BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR: 07 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN ANGGARAN 2012

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang . bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya
Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2012;

Mengingat =

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomecr €8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten
Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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un 2004 tentang Pemerintahan"Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 32 Tah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

Undang-Undang Nomor 12 Ta
perundang-Undangan (Lemba
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

emerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
k Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Republik Indonesia Nomor 4138);

hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
sia Nomor

Peraturan P
(Lembaran Negara Republi
Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,

(Lembaran Negara Republi
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan
peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2607 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

3 Tahun 2005 tentang pengelolaan
(Lembaran Negara Republik Indonesa
an Negara Republik Indonesia

Peraturan pemerintah Nomor 2

Keuangan Badan Layanan Umum
Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembar

Nomor 4502); _
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik' Indonesia Nomor
n Peraturan pPemerintah Nomor

4576) sebagaimana telah diubah denga
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
ji
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 téntang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonzsia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 59, Tambhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah

Peraturan Menteri

Daerah;

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
angan Daerah sebagaimana telah diubah
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

an Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Keuangan

Peraturan Menteri
Pedoman Pengelolaan Keu
beberapa kali terakhir dengan

21 Tahun 2011 tentang Perubah
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Daerah ;
i
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Menetapkan

32.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

33.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

34. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN

2012,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 26.269.608.875,-
b. Dana Perimbangan Rp. 458.079.415.066,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 29.584.164.640,-
Jumlah Pendapatan Rp. 513.933.188.581,-
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 277.657.272.675,-

2) Belanja Bunga Rp. 0,-

3) Belanja Subsidi Rp. 0,-

4) Belanja Hibah

Rp.  5.000.000.000,-

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 600.000.000,-

6) Belanja Bagi Hasil

Rp. 225.000.000,-

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 21.964.266.135,-

8) Belanja Tidak Terduga Rp. 150.000.000,-

b. Belanja Langsung

Rp. 305.596.538.810,-

1) Belanja Pegawai Rp. 64.252.361.950,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 88.661.246.821,-
3) Belanja Modal Rp. 85.425.582.000,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan neto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Rp. 238.339.190.771,-
Rp. 543.935.729.581,-

( Rp. 30.002.541.000,-)

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

Rp. 31.002.541.000,-
Rp. _1.000.000.000,-

Rp. 30.002.541.000,-

Rp. ) -

Pasal 2

Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Penj : ,
meinJabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampirar Il Bupati

Pasal 4

Lan7piran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak t2rpisahkan
dari Peraturan Bupati Nagan Raya.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebik lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Nagan Raya ini berlaku pada tanggal ditetankan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya ini

dalam Berita Daerah.

Suka Makmue,

27 Desember 2011 M
02 Shafar 1433 H

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI NAGAN RAYA,

PP TN

[

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 28 Desember 2011 M
03 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA%

H. T. ZAMZAMI.

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011 NOMOR : 07
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